
BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 6/ TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR PEI.AYANAN MINIMAL BADAN I,AYANAN UMUM DAERAH

PADA PUSAT KESEHATAN MASYARATAT KELINGI TV C

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat

BUPATI MUSI RAIUAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 20i8

tentang Badan layanan Umrm Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar

Pel,ayanan Minimal pada Pusat Kesehatan Masyarakat

Ketingi IV c Kabupaten Musi Rawas.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapr4ia Di

Sumatera SeLatsn (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lcmbaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5679);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita

Negara RI Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2O16 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Rawas (I€mbalan Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor l0).

MEMUTUSKAN:

Menetapkar : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PEI,AYANAN

MINIMAL BADAN I,,AYANAN UMUM DAERAH PADA

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KELINGI TV C

KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah

Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.'

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten

Musi Rawas.

5. Badan Layansn Umum Daerah yang selanjutnya

disebut BLUD adalah Satuan Keda Perangkat Daerah

atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada

masyaralat berupa penyediaan barang dan/atau jasa

yang diiualkan mengutamakar mencari keuntungan,

dan dalam melakukan kegiatan nya didasarkan pada

prinsip elisiensi dan produktivitas.

3.

4.
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6. Pola PengeloLaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya

disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan

keuangan yang memberikaa fleksibilitas be rupa

keleluasaan untuk mcnerapkan praktek-praktek

bisnis yang sehat untuk meningkat&an pelayaran

kepada masyarakat dalam rangka memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan

bangsa, se$egai pengecualian dari ketentuan

keuangan daeratr pada umumnya.

7. hrsat Kesehatan Masyara-kat, yang selanjutnya

disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan

Masyarakat Muara Kelingi IV c yang merupakan

sarana pelayanan kesehatan fungsional dan

merupakan Unit Kerja Perangkat Daerah yang

menangarri urusan kesehatan datam rangka

memberikan pelayanan secara menyeluruh dan

terpadu kepada masyarakat.

8. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan yang bertujuan

untuk meningkatkan status kesehatan, mencegah

penyakit, mendiagnosa dan mengobati penyakit,

memantau perkembangan penyakit, mencegah

kecacatan, dan merehabilitssi kesehatan pasien.

9. Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan yang

diberikan oleh tenaga medis dan/atau paramedis

kepada s€mua pasien yang berkunjung ke

Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas

Pembantu, dan Puskesmas Ketiling, Pos Kesehatan

Desa (PKD), Pusat Pelayalal Terpadu (Posyandu)

dalam rangka pemeriksaan anafllnesa, obsewasi,

diagnosis sampai dengan pemberian obat per oral

dengan atau tanpa obat injeksi serta tidak perlu

tinqgal di rawat inap.

10. Pelayanan tindalan khusus adalah pelayanan tingkat

lanjutan yang diberikan oleh tenaga medis atau

paramedis yang mendapat pelimpahan wewenang

kepada pasien tertentu yang berkunjung ke



11.

Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas

Pembantu, dan Puske smas Keliling ya-ng telah

memperoleh pelayanan kesehatan dan karena

penyakit nya memerlukart tindakan khuaus atau

tindakan lanjutan pengobatan.

Pelayalan rawat inap adalah pelayanan kepada

pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis,

pengobatan, rehabilitasi medic atau kesehatan lain

nya dengal menempati tempat tidur Puskesmas

Rawat Inap,

Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan

tingkat lanjutan yang harus diberikan secepat nya

untul( mencegah dan/ atau menalggulangi resiko

kematian atau cacat.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjut nya

disingkat SPM adalah hasil spesifrkasi telmis tentang

tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh

Puskesmas kepada masyarakat,

Jenis peLayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang

diberikaa oleh Puskesmas kepada masyaralat.

Mutu pelayanan kesehatan adalah kinerja yang

menunjuk pada tingkat kesempumaan pelayaran

kesehatan, yarrg disatu pihak dapat menimbulkan

kepuasan pada masyarakat serta pihak lain, tata

penyelenggaraan nya sesuai standar yang telah

ditetapkan.

Definisi operasional adalah uraial yang dimaksudkan

untuk menjelaskan pengertian dari indicator upa.ya

kesehatan pemrangan dan upaya kesehatan

masyarakat,

Sumber data adalal sumber bahannya atau

keterangan yang dapat d;jadikan dasar kajian yang

berhubungan langsung dengan persoalan.

Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya
disingkat UKP adalah upaya kesehatan yang
bertujuan untuk menyembuhka-n penyalcit dan
memulihkan kes€hatan perseoranBan darr keluarga.

12.
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19.

20.
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Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya

disingkat UKM adalah upaya kesehatan yang

bertujuan memelihara, meningkatkan kesehatan dan

mencegah penyakit suatu kelompok dan masyaral<at.

Upaya penyediaan data kesehatan adalah kegiatan

yang dilalukan oleh petugas pengelola data untuk

melakukan pengumpulan data, pengolahan dan

aaalisis data hasil kegiatan upaya kesehatan

perorangan, upaya keeehatan masyarakat, dan

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk

mengetahui kondisi kesehatan dan faktor yang

mempengaruhinya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Standar P€layanan Minimal dima}sudkan untuk

memberi parrduan kepada Pemerintah Kabupaten

dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, pengawasan dan pertanggunglawaba-n

penyelengaraan SPM pada Puskesmas.

standar Pelayanan Minimal ini bertujuan untuk

meningkatkan dan menjamin mutu p€layanan

kesehatan kepada masyarakat.

BAB UI

JEMS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI,

BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN

URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Jenis PeLayanan

Pasal 3

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakal peLayanan

kesehatan dengan mengutamakan pencegahan (preuentifl,

penyembuhan fkrrati/), pemulihan tehabilitatifl yaJ]g

dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan

(ptomotifl serta upaya rujukan.
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Bagisn Kedua

Jenia Pelayanan, Indikator, Standar Niliai, dan Batag

Waktu Pencapaian

Pasal 4

(1) Jenis pclsyanan rmtuk Pugkesmas, meliputi :

a- Upeya lGsctratan Perscorangan, EeliPuti:

U Pclayanan Gawat Daruat;

2) Pelayanan Rawat Jalan;

3l Pelayanan Rarrat lnaP;

4) Fer8alinan;

5) Pelayalar tabomtorium Scderhana;

6) Fclayanan Farmasi;

7l nchyanan Gizi;

8) Felayanan RekaD Medik;

9) Fengelolaan Limbah;

f o) AdministraBi dan Man{emen;

I f) Felayanan Ambulan ;

12) Femeliharaan;

13) Fencegahan dan Pengcndalian; dan

14) Felayanan lG€manan;

b. Upaya lcschatan Masyarskat, meliputi :

U Pelaysnsn IGsehatan Ibu Hamil;

2) Pclayanan Kesehatan lbu Bcrsalin;

3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahi4
a) Felayanan Icsehatan Balita;

5) Fclayaran l(eschatan Pada Usia Pendidikan

Dasar;

6) Felayanan Keechatan Pada Usia Produktif;

7) Felayanan lcsehatan Pada Usia Lnjuq
8) Felayanan lGsehstan Fenderita HipcrtcnEi;

9) Pclayanan l(eschatan Pcnderita Diabetes

Miletus;

10) Felayanqn Keeehatan Orang dcngan Cangguan
Jiwa B€raq

1U Pela!,anan IGEchatan Orang dengan TB; dan
f2)Felayanan lcschatan Orang dengan Risiko

Terinfeksi HIV.
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(2) Indikator, standar nilai, batas waktu pencapaian pada

setiap jenis petrayaran untuk uPaya kesehatan

peraeorangan pada Puskesmas tercantum dalam

Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(3) lndikator, standar nil,ai, batas wakhr pencapaian pada

jenis pelayanan untuk upaya kes€hatan masyarakat

pada Puskesmas, tercaltum dalam Lampiral II

Peraturajl Bupati ini.

BAB TV

PEI^AKSANAAN

Pasal 5

(l) Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD wajib

melaksanatan pelayanan berdasarkan SPM dalam

Peraturan Bupati ini.

(2) Kepala Puskeamas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bertanggung jawab dalam penyelenggaraan

pelayanan yang di pimpinnya sesuai SPM yang di

tetapkan dalam peraturan Bupati ini.

(3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM

dilakukan oleh tenaga dengan kualihkasi dan

kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB V

PENERAPAN

Pasal 6

(1) Kcpala Puskesrnas yang mencrapkan PPK BLUD

menJruaun rencana kerja dan anggaran, target, serta

upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan

tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan

SPM.

(2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), disusun dengan menggunakan format

Rencana Bisnis dan Anggaran.



(1)

lzt

(s)

(3) Setiap pelaksanaan pelayanan, dan penyelenggaraan

pelayanan yang menjadi tugasnya, dilaksanakan

dengan mengacu pada SPM.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 7

Pembinaan teknis Puskesmas yang menerapkan PPK

BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pembinaan keuangan Puskesmas yalg menerapkan

PPK BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan

(PPKD)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum,

petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan

latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :

a. perhitungan sumber daya dan dana yang

dibutuhkan untuk mencapai SPM;

b. penyusunan nencana pencapaian sPM dan

penetapan target tahunan pencapaian SPM;

c. pcnilaian prestasi kerja pencapaian SPM;

d. pelaporan prestasi kerja pencapaiaa SPM;

e. penlruaunan peraturan perundang-undangan untuk
implementasi PPK BLUD pa.da Puske smas yang

bersangkutan;

f. Penlrusunan Rencana Bisnis dan Angga.ran;

g. Pelaksanaan anggaran; dan

h. Akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal a

(l) Pengawasan dilakukan olch Perangkat Dacrah yang

mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
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(21

(3)

Selain pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat

Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan

oleh pengawas internal.

Pengawas intemal sebagaimana dimaksud pada ayat

(21, dilaksanakan oleh internal auditor yang

berkedudukan langsung dibawah Kepala Puskesmas

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB VII

DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

(l) BLUD yang memiliki realisasi nilai omset tahunan

menurut laporan operasiona.l atau nilai aset menurut

neraca yang memenuhi syarat minimal, dapat dibentuk

dewan pengawas,

(2) Jurnlah anggota dewan Pengawas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 3

(tiga) orang atau 5 (lima) orang dan seorang di

antara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai

ketua dewan pengawas.

(3) Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dan jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), mengikuti peraturan yang

ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

(4) Dewan pengawas dibentuk dengan keputusan

Bupati atas usulan pemimpin BLUD'

Pasal 10

(1) Dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap pengelolr€n BLUD yang

dilakukan oleh pejabat pengeloLa sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(21 Dewan pengawas berkewajiban:

a. memberikan pendapat dan saraa kepada Bupati

mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat

pengelola;

b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan

memberikan pendapat serta saran kepada Bupati

mengenai setiap masalah yang dianggap pendng

bagi pengelolaan BLUD;

c. melaporkan kepada Bupati tentarrg kinerja BLUD;

d. memberika-n nasehat kepada pejabat pengelola

dalam melaksanakan pengelolasn BLUD;

e. metakukan evaluasi dan pcnilaian kinerja baik

keuangan tnaupun non keuangan, s€rta

memberikan saran dan catatan-catatan penting

untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD;

dan

f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan

penilaian kinerja.

Dewan pengawas meLaporkan pelaksanaan tugasnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati

secara berkala paling sedikit f (satu) kali dalam satu

tahun dan sewaktu-walrhr apabila diperlukar.

Pasal 1 1

Anggota dewan pengawas dapat terdiri dari unsur-

unsur:

a. pejabat Perangkat Daerah yang berkaitan dengan

kegiatan BLUD;

b. pejabat Perangkat Daerah yang membidangi

pengelolaan keuangan daerah; dal
c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

Pengangkatan anggota dewan pengawas tidak

bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat

pengelola BLUD.

(3)

(1)

(21
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(3) Kdteria yang dapat diusulkan medadi dewan

pengawas, yaitu:

a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-

masalah yang berkait€n dengan kegiatan BLUD,

serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk

melaksanakan tugasnya;

b. mampu melaksanalan perbuatan hukum dan

tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak

pernah menjadi anggota direksi atau komisaris,

atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah

sehingga menyebabkan suatu badan usaha

pailit atau orang yang tidak pemah melakukan

tindak pidana yang merugikan daerah; dan

c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen

keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai

komitmen terhadap peningkatan kualitas

pelayanan publik.

Pasal 12

Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan

sel,ama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali

untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Anggota dewan pengawaa dapat diberhentikan sebelum

waktunya oleh Bupati.

Pemberhential arlggota dewan pengawas sebelum

waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

apabila:

a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-

undaagan;

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;

atau

d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan

tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan

dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas

BLUD.

(1)

(2t

(3)
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Pasal 13

(f) Bupati dapat mengangkat selretaris dewan pengawas

r.mtuk mendukung kelancaran tuga8 dewan pengawas.

(2) sekretsris dewan pcngawas sebagaimana dimakeud

pada ayat (1), bukan mcrupatan anggota dcwan

pcn8awas.

Pasd 14

Scgala bisya yang diperlukan dalam pelaksanaan

hrgas dcwan pengawa! dan sckctarie dewan pengawas

dibebankan pada BLLrD den dimuat dalam RBA.

Fcraturan Bupati ini mul,ai bcrlaku pada tanggal

diundangksn.

ASar sctiap orang meDgetahuinya memcrintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

Fnempatannya dalam Berita Daerah l(abupatefl Musi

RaEas.

Ditctapkan di Muara Bcliti
pada tr l C C?ttenle. 2Ol9
BUPATI RAWAS,

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pa8al 15

7^--
Diundangkan di Muara Bcliti
pada tanggal 6 Sent*a zotg
SEKRETARIS DAERAH

KABI,'PATEN MUSI RAqIAS,

PRISKODESII

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR..4
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